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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis hakim telah  menjatuhkan  penetapan

dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I,  umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai  Pemohon I;

Pemohon  II,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman

di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai  Pemohon II;   

Dalam hal ini  para Pemohon memberikan kuasa kepada Endang

Sriwahyuningsih, S.H., dan Dwita Lestari, S.H. Advokat/Penasehat

Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

(YLBH) Adil Sulawesi Tenggara di Jl. Haluoleo Perumahan Bumi

Praja Blok B N0.23 berdasarkan surat  kuasa khusus tanggal 2

Januari  2022  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Kendari  dengan  register  Nomor  :  4/SK/2022  tanggal  4

Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi para Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa para  Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari

2022  telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor

7/Pdt.P/2022/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Pemohon I telah melangsungkan

pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan  Lantari Jaya, Kabupaten Konawe Selatan; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut  Pemohon I (Dicky Malvian Bin

Maliang) berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II (Suriyani

Binti Hakim) berstatus gadis dalam usia 19 tahun, telah dinikahkan oleh Imam

yang  bernama Pak  Zulkarnain , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Bapak   yang   bernama  Hakim, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

diantaranya masing-masing bernama :  Sahabudin   dan Kahar   dengan Mas

Kawin berupa Satu Gram cincin emas   dan seperangkat alat sholat di bayar

tunai;  

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  

4. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  Istbat  Nikah  untuk

keperluan pengurusan buku nikah,kartu keluarga , Akta Kelahiran dan lain-lain;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan

tidak  pernah  dipermasalahkan  oleh  orang-orang  yang  berada  dilingkungan

tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal selama itu pula para Pemohon tetap

beragama Islam;     

6. Bahwa  setelah  pernikahan  para  Pemohon  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  seorang  anak  bernama  Galvin  Putra

Malvian, lahir Bombana tanggal 10  Januari 2021;

7. Bahwa sampai  sekarang para Pemohon tidak mempunyai  Kutipan Akta

Nikah  karena  pernikahan  para  Pemohon  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Lantari  Jaya   dengan  alasan  bahwa  petugas  yang

dimintakan  bantuan  oleh  Pemohon  ternyata  lalai  tidak  mendaftarkan

pernikahan  Pemohon  kepada  KUA  yang  berwenang;

                                                                                      

  Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim

untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I  dan Pemohon II
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yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018 diwilayah hukum Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lantari Jaya , Kabupaten Konawe Selatan;  

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; 

2. Menetapkan sahnya Pernikahan antara  Pemohon I  dan  Pemohon II

yang dilangsungkan pada tanggal  30 Oktober 2018 diwilayah hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Konawe Selatan; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDER :

 Atau apabila  Pengadilan  Agama Cq.  Majelis  Hakim berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah  hadir  sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasehat  terkait

permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan

tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas Pemohon

II tertulis Suriyani seharusnya Suriyanti dan pernikahan di Kecamatan Lantari

Jaya  Kabupaten  Konawe  Selatan  seharusnya  Desa  Watu-Watu  Kecamatan

Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. saksi  I,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah

Menengah  Atas,  pekerjaan  Urusan  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di

Kota  Kendari,  dibawah  sumpah  telah  menerangkan  hal-hal  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
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- Bahwa benar  para  Pemohon telah  melangsungkan  perkawinan

pada  tanggal  30  Oktober  2018  di  Desa  Watu-Watu  Kecamatan

Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

- Bahwa  imam  yang  melaksanakan  perkawinan  adalah  Bapak

Zulkarnain  dengan  wali  nikah  adalah  Bapak  kandung  Pemohon II

bernama Hakim;

- Bahwa  yang  menjadi  saksi-saksi  perkawinan  para  Pemohon

adalah Sahabuddin dan Kahar dengan mahar berupa 1 (satu) gram

cincin emas dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan

Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  tidak  ada  hubungan

kekeluargaan;

- Bahwa para Pemohon sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah

hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai  1 (satu)

orang anak;

2. saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan

Dagang,  tempat  tinggal  di  Kota  Kendari,  dibawah  sumpah  telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I;

- Bahwa  para  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  pada

tanggal  30  Oktober  2018  di  Desa  Watu-Watu  Kecamatan  Lantari

Jaya Kabupaten Bombana;

- Bahwa saksi menghadiri sendiri perkawinan para Pemohon;

- Bahwa  yang  melaksanakan  perkawinan  adalah  imam bernama

Zulkarnain  dengan  wali  nikah  adalah  ayah  kandung  Pemohon  II

bernama Hakim;

- Bahwa  saksi-saksi  perkawinan  adalah  Sahabuddin  dan  Kahar

dengan mahar berupa 1 (satu) gram cincin emas dan seperangkat

alat shalat;

- Bahwa  Pemohon  I  berstatus  jejaka  sedangkan  Pemohon  II

perawan;
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- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

kekeluargaan;

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga

dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud  dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan Pemohon  pada  pokoknya

adalah  antara Pemohon I dan Pemohon II  telah melangsungkan perkawinan

pada tanggal 30 Oktober 2018 di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Konawe

Selatan yang dilaksanakan oleh imam bernama Zulkarnain dengan wali nikah

bapak  kandung  Pemohon  II  bernama  Hakim  dengan  saksi-saksi  bernama

Sahabuddin dan Kahar serta  mahar berupa 1 (satu)  gram cincin  emas dan

seperangkat alat shalat;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon II  adalah

tentang isbat  nikah untuk  pernikahan yang dilaksanakan setelah  berlakunya

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan

terlebih  dahulu  apakah  permohonan  para  Pemohon  tersebut  dapat  diterima

atau tidak;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  49  Undang  Undang  Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

2006 juncto  penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49

huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7

ayat  (2)  dan (3) huruf  d Kompilasi  Hukum Islam, dapat  disimpulkan adanya

pembatasan  bahwa  isbat  nikah  hanya  dimungkinkan  bagi  pernikahan  yang

terjadi  sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

direvisi  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum
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Islam  dapat  disimpulkan  bahwa  isbat  nikah  bagi  perkawinan  yang  terjadi

setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila

diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang,  bahwa Majelis  berpendapat  oleh karena kenyataan yang

ada  dalam  masyarakat  muslim  Indonesia  bahwa  masih  banyak  pasangan

suami isteri  yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh

karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau  mungkin  oleh  karena  sebab  lain,  pernikahan  mereka  yang  dilakukan

setelah berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi

dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan tidak

tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang

sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka

karena  menurut  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam bahwa

perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang,  bahwa apabila  kondisi  seperti  tersebut  di  atas  dibiarkan

tanpa  ada  solusi  untuk  mengatasinya,  maka  akan  banyak  pasangan  suami

isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan

ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  pasangan

suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang,  bahwa Majelis  berpendapat  bahwa permasalahan seperti

telah  diuraikan  di  atas  harus  dicarikan  solusinya  agar  tidak  menimbulkan

kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang,  bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi  pasangan suami

isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang  telah  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan yang  pernikahannya  tidak  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

yang  berwenang  dapat  diajukan  isbat  nikah  kepada  Pengadilan  Agama

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  e

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  perkawinan  pasangan  suami  isteri  yang

dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

direvisi  dengan Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
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dan  tidak  tercatat  pada  KUA  Kecamatan  yang  berwenang  sepanjang

perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang

Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas

dan pasti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana terurai  di  atas,  maka Majelis  Hakim berpendapat  permohonan

isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonan  isbat

nikahnya,  Pemohon I  dan  Pemohon  II   telah  mengajukan dua  orang  saksi

kepersidangan yang  bernama yang telah  memberikan keterangan di  bawah

sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di

atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir  menyaksikan pada saat

proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sejak terikat

dalam ikatan  perkawinan telah  hidup layaknya  suami  istri  dan tidak  pernah

bercerai  serta  tidak  ada  yang  mengganggu  gugat  atau  keberatan  dengan

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim

mendapatkan benang merah yakni  Pemohon I  dan Pemohon II  telah  hidup

layaknya  suami  istri  dan  tidak  pernah  bercerai  serta  tidak  ada  yang

mengganggu  gugat  atau  keberatan  dengan  pernikahan  mereka  dan  dari

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pengakuan  para  Pemohon  dan

keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  telah melangsungkan perkawinan

pada tanggal 30 Oktober 2018 di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya

Kabupaten Bombana;

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan oleh imam Zulkarnain

dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Hakim;

- Bahwa  Pemohon  I  telah  mengucapkan  ijab  kabul  disaksikan  oleh

Sahabuddin  dan  Kahar  dengan  mahar  1  (satu)  gram  cincin  emas  dan

seperangkat alat shalat;
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- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk

melangsungkan perkawinan;

Menimbang  bahwa   berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan  tidak

diketemukan  fakta  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  melanggar

ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada

Pasal  8,  Pasal  9 dan Pasal  10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  direvisi  dengan  Undang-Undang

Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan perkawinan  adalah  sah  apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan

perkawinan harus ada :

a) calon suami ;

b) calon isteri ;

c) wali nikah ;

d) dua orang saksi ;

e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa  salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan

kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hukum  Islam  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak

mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974  yang  telah  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019

tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa  fakta hukum tersebut  juga telah memenuhi  norma

hukum  Islam  yang  yang  diambil  sebagai  pendapat  majelis  hakim  sebagai

berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

        الزوجية ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

      Artinya :
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 Maka  jika  telah  ada  saksi  yang  memberikan  keterangan  bagi

seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas

pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II  sebagai berikut :

جديد       على بالنكاح العاقلة البالغة إقرار ويقبل

Artinya :

 Diterima  pengakuan  nikahnya  seorang  perempuan  yang  ‘aqil

baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari’at

Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum

harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai  Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara  Pemohon I   dengan Pemohon II

yang  dilaksanakan  pada  tanggal  30  Oktober  2018  di Desa  Watu-Watu

Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

3. Membebankan  kepada  para  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

yang hingga kini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin

24 Januari  2022 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  21 Jumadil  Akhir  1443

Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  penetapan tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
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pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh   Arwang,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh para Pemohon; 

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.
Perincian biaya :

  1.  PNBP.
a. Pendaftaran  Rp   30.000,00 
b. Panggilan I  Rp   20.000,00
c. Redaksi  Rp   10.000,00

  2.  Proses  Rp   50.000,00 
   3.  Panggilan  Rp            0,00 
   4.  Meterai  Rp     10  .000,00   

   Jumlah  Rp 120.000,00
    (seratus dua puluh ribu rupiah)
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